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INFO ARTIKEL  Abstrak 
Diterima :01-01-2014 
Disetujui :01-12-2014 
Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
: 1) Pengaruh dan aalokasi umum terhadap belanja 
daerah. 2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 
belanja daerah. Penelitian ini menemukan bahwa : 1) 
Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap 
belanja daerah. Peningkatan jumlah Dana alokasi 
Umum akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah 
Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. 2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan jumlah 
Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan 
peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan 









This studyis to demonstrate empirically: 1) The effect 
ofthe General Allocation Fundto Expenditure. 2) The 
effect oflocal revenue against Expenditure. This 
studyfound that: 1) General Allocation Funda 
significant effect onlocalspending. Increasingthe amount 
of General Fundallocation will result inan increasein 
the number of Expenditureto be incurredby the local 
government. 2) the original incomesignificantly 
influence the shopping area. Increasingthe amount ofthe 
original incomewillresult inan increasein the number of 








daerah di Provinsi Sumatera Barat 
terhadap dana transfer yang 
diberikan oleh pemerintah pusat 
berbeda-beda. Tidak semua daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 






dalam menerima dana transfer 
tersebut. Dampaknya adalah terjadi 
perilaku yang tidak simetris sebagai 
respon terhadap dana transfer yang 
diberikan. Ketika pemerintah pusat 
memberikan bantuan transfer kepada 
pemerintah daerah sebagai upaya 
untuk meningkatkan belanja daerah, 
terdapat indikasi respon yang 
asimetris terhadap bantuan tersebut. 
Transfer pemerintah pusat tentunya 
berpengaruh terhadap besarnya 
pengeluaran yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah kabupaten atau 
kota. Pada saat pemerintah daerah 
Provinsi Sumatera Barat menerima 
transfer dari pemerintah pusat dana 
itu digunakan tanpa adanya upaya 
untuk meningkatkan PAD tiap-tiap 
daerah.  
Peningkatan alokasi transfer 
diikuti dengan pertumbuhan belanja 
yang lebih tinggi. Hal ini dapat 
menunjukkan adanya indikasi bahwa 
peningkatan belanja yang tinggi 
tersebut dikarenakan inefisiensi 
belanja pemerintah, terutama belanja 
operasional. Selain itu pada saat 
transfer dana dari pemerintah pusat 
menurunmaka juga diikuti oleh 
penurunan belanja daerah yang 
melebihi penurunan PAD. 
Kecenderungan ini menunjukkan 
ketergantungan pemerintah daerah 
kepada pemerintah pusat masih 
tinggi, sehingga dalam jangka 
panjang ketergantungan ini 
seharusnya dikurangi, karena akan 
berdampak negative pada 
kemandirian daerah. Saat masyarakat 
(pemerintah daerah) menerima 
transfer maka akan terjadi kenaikan 
penerimaan pajak daerah dan 
peningkatan konsumsi barang publik. 
Hal ini menunjukkan bahwa transfer 
meningkatkan konsumsi akan barang 
public namun tidak menjadi 
substitute pajak daerah.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi yang ada di Sumatera 
Bagian Selatan mengalami 
peningkatan setiap tahunnya, tetapi 
Dana Alokasi Umum yang diterima 
dari pemerintah pusat juga 
mengalami peningkatan yang cukup 
tinggi setiap tahunnya. Hal ini 
tentunya mengindikasikan bahwa 
masih tingginya tingkat 
ketergantungan Provinsi yang ada di 
Sumatera Bagian Selatan terhadap 
transfer pemerintah pusat. 
Selanjutnya juga terlihat belanja 
daerah setiap tahunnya jauh lebih 
besar dibandingkan dengan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
tentunya hal ini juga memperkuat 
alasan bahwa Provinsi yang ada di 
Sumatera Bagian Selatan 
sangatmengharapkan transfer dari 
pemerintah pusat untuk menutupi 
belanja daerah setiap tahunnya. 
Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa sumber pembiayaan daerah in 
masih mengharapkan transfer dari 
pemerintah pusat, karena objek pajak 
danr etribusi daerah yang ada sangat 
terbatas sebagai sumber pendapatan 
daerah.  
Permasalahan yang terjadi saat 
ini adalah pemerintah daerah terlalu 
   48 Jolianis 
 
 
menggantungkan alokasi DAU untuk 
membiayai belanja modal dan 
pembangunan tanpa mengoptimalkan 
potensi yang dimiliki daerah. Di 
saatalokasi DAU yang diperoleh 
besar, maka Pemerintah Daerah akan 
berusaha agar pada periode 
berikutnya DAU yang diperoleh 
tetap. Proporsi DAU yang digunakan 
untuk menutupi belanja daerah pada 
Provinsi Sumatera Barat relative 
tinggi dibandingkan dengan 
penggunaan PAD. Artinya, 
pemerintah daerah lebih 
mengandalkan dana alokasi umum 
untuk keperluan belanja daerah 
sehingga hal ini mengindikasikan 
terjadinya flypaper effect pada 
keuangan daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat. Dalam menghadapi 
permasalahan ini tentunya diperlukan 
upaya khusus untuk mengatasi agar 
pemerintah daerah tidak selalu 
bergantung kepada dana alokasi 
umum untuk menutupi belanja 
daerah. 
Rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah: 










1. Model TahapanPenelitian 
a. Mengumpulkan data. 
Penelitian ini menggunakan 
data sekunder maka langkah 
pertama peneliti akan 
mengumpulkan data 
berbentuk data pool times 
series berupa selama 5 tahun 
terakhir yaitu tahun 2008 – 
2012. 
b. Mengolah  data  
c. Menganalisis data 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada 
Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat yang 
berjumlah 19 Kabupaten/Kota. 
Waktu penelitian direncanakan 
pada tahun 2014. 
 
3. Peubah  yang  diamati/diukur 
a. Variabel Terikat 
(Dependent Variabel).  
Belanja Daerah secara 
keseluruhan (Y) yang 
disingkat dengan BD 
merupakan semua 
pengeluaran dari rekeningka 
sumum daerah yang 
mengurang iekuitas dana, 
merupakan kewajiban daerah 
dalam satu tahun anggaran 
dan tidak akan diperoleh 
pembayaran kembali oleh 
daerah dalam satu periode.  
 
b. Variabel Bebas 
(Independent Variabel) 
1) Dana Alokasi Umum 






dengan DAU merupakan 
dana yang berasal dari 
APBN, yang dialokasikan 
dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan 





2) Pendapatan Asli Daerah 
(X2) yang disingkat 
dengan PAD merupakan 
Pendapatan Asli Daerah 
adalah total pendapatan 
daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat 
yang berasal Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, 
Pendapatan dari Laba 
Perusahaan Daerah dan 
lain-lain pendapatan. Data 
pendapatan asli daerah 
pada penelitian diukur 
dalam satuan rupiah  
 
4. Model  yang  digunakan 
Y =  a + b1 DAU1i + b2 PAD2i 
+ e  
Keterangan : 
Y   = Belanja Daerah (BD) 
a   = Konstanta 
b1 b2 = KoefisienRegresi  
DAU = Jumlah DAU 
PAD = Jumlah PAD 
e =  error term 
 
5. TeknikAnalisis  Data 
a. PengujianAsumsiKlasik 
1) UjiNormalitas 
Uji normalitas dilakukan 
dengan maksud memeriksa apakah 
data yang berasal dari populasi yang 
terdistribusi normal atau tidak. 
Menurut Santoso (2002) pedoman 
yang dipakai dalam uji normalitas ini 
adalah mengunakan uji Kolmogorov 
Smirnov yaitu : 
1. Jika nilai signifikansi lebih besar 
dari alpha (α = 0,05) maka 
distribusi data adalah normal 
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil 
dari alpha (α = 0,05) maka 





Pada penelitian ini uji 
multikolinearitas dilakukan dengan 
bantuan software SPSS. Menurut 
Gujarati (2003) untuk mengetahui 
ada atau tidaknya masalah 
multikolineritas dapat dilihat dari 
nilai VIF (Variance Inflation Factor) 






Dengan kriteria sebagai 
berikut: 
a) Jika nilai VIF > 10, berarti 
terdapat korelasi yang tinggi 
sesama variabel bebas, maka  
terdapat multikolineritas pada 
tingkat kepercayaan 95% 
b) Jika nilai VIF < 10, berarti tidak 
terdapat multikolineritas pada 
tingkat kepercayaan 95%. 
 
3) UjiAutokorelasi 
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Dalam studi ini akan 
digunakan uji Durbin Watson (DW) 
karena nilai statistik DW biasanya 
selalu muncul dalam setiap hasil 
regresi menggunakan Eviews. 
Adapun kaidah atau ketentuan 
penerimaan Durbin Watson adalah 
sebagai berikut (Gujarati, 2003); 
 DW < dl = terdapat autokorelasi 
positif 
 dl< DW < du = daerah keragu-
raguan/tidak dapat disimpulkan 
 du< DW < 4-du DW = Tidak ada 
autokorelasi 
 4-du < DW < 4-dl = daerah 
keragu-raguan/tidak dapat 
disimpulkan 
 DW > 4-dl = terdapat 
autokorelasi negatif 
 
4) Uji Heteroskedastisitas 
 
Uji Heterokedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah 
dalam sebuah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual 
suatu persamaan ke pengamatan lain. 
Jika varians dari residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut 
Homokedastisitas. Sedangkan 
jika varians berbeda, maka disebut 
heterokedastisitas.Sedangkan model 
regresi yang baik adalah jika tidak 
terjadinya heterokedastisitas.Untuk 
mendeteksi adanya heterokedastisitas 
dapat menggunakan uji Gletser. 
Dalam uji ini apabila hasilnya Sig > 
0,05 maka tidak terdapat gejala 
heterokedastisitas, model yang baik 
adalah tidak terjadi 
heterokedastisitas. (Ghozali, 2005). 
 
b. Pengujian Hipotesis 
Penelitian ini menggunakan 
alat analisis yaitu regresi linear 
berganda (multiple regression). 
Analisis regresi linear berganda 
digunakan untuk penguji pengaruh 
beberapa variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Adapun persamaan 
dari hipotesis 3 adalah sebagai 
berikut : 
Y =  a + b1 DAU1i + b2 PAD2i + e   
Keterangan : 
Y  = Belanja Daerah (BD) 
a  = Konstanta 
b1 b2 =  Koefisien Regresi  
DAU = Jumlah DAU 
PAD = Jumlah PAD 
e  =  error term 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bagian ini penulis akan 
menjelaskan secara deskriptif 
variabel penelitian. 
Statistikdeskriptifdari data masing-
masing variable dapat dilihat 






































Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 
 
Dari hasil pengolahan data 
terlihat nilai statistik dari masing-
masing variabel penelitian, dimana 
untuk variabel belanja daerah terlihat 
bahwa nilai terendah adalah sebesar 
190.270 dan nilai tertinggi adalah 
sebesar  1.400.212 dan nilai rata-rata 
adalah 518.896,97 dengan standar 
deviasi sebesar 213.748,19. Jadi 
terlihat bahwa nilai rata-rata belanja 
daerah lebih besar jika dibandingkan 
dengan standar deviasi, hal ini 
menunjukkan belanja daerah adalah 
valid dan bagus.  
Variabel dana alokasi umum 
mempunyai nilai terendah sebesar 
187.600 dan nilai tertinggi adalah 
sebesar 703.116 dan nilai rata-rata 
adalah sebesar 327.919,25 dengan 
standar deviasi sebesar 112.785,67. 
Maka tergambar bahwa nilai rata-
rata dana alokasi umum lebih besar 
jika dibandingkan dengan standar 
deviasi, hal ini menunjukkan dana 
alokasi umum adalah valid dan 
bagus.  
Variabel pendapatan asli daerah 
mempunyai nilai terendah sebesar 
8.873 dan nilai tertinggi adalah 
sebesar 202.965 dan nilai rata-rata 
adalah sebesar 29.290,38 dengan 
standar deviasi sebesar 29194,69. 
Maka tergambar bahwa nilai rata-
rata pendapatan asli daerah lebih 
besar jika dibandingkan dengan 
standar deviasi, hal ini menunjukkan 
pendapatan asli daerah adalah valid 
dan bagus.  
 
1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan 
untuk mendapatkan penduga 
koefisien regresi yang mempunyai 
error terkecil atau model regresi yang 
dihasilkan adalah mempunyai sifat 
BLUE (Best Linier Unbiased 
Estimate) atau mempunyai sifat yang 
linear, tidak bias dan varian 
minimum. 




a. Uji Normalitas 
Pengujian terhadap normalitas 
data ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah data mengikuti pola distribusi 
normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah distribusi data 
normal atau mendekati normal. 
Berdasarkan hasil analisis data 
terhadap pengujian normalitas 
disajikan pada Tabel 2 di bawah ini: 
 























Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
 
 
Berdasarkan tabel di atas 
terlihat semua variable residual 
memiliki nilai signifikansi sebesar 
0,815 yaitu lebih besar dari alpha 
(0,815 > 0,05). Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa data hasil 
penelitian sudah berdistribui normal 
sehingga analisis regresi dapat 
dilaksanakan. 
 
b. Uji Multikolinearitas 
Salah satu syarat untuk 
memakai analisis dengan 
menggunakan regresi linear berganda 
terlebih dahulu dilakukan uji 
multicolinearitas yaitu uji hubungan 
sesama variabel bebas.  
Multikolineritas adalah keadaan 
dimana variabel-variabel independen 
dalam persamaan regresi mempunyai 
korelasi (hubungan) yang erat satu 
sama lain (Gujarati, 2003). Analisis 
ini bertujuan untuk melihat korelasi 
sesama variabel bebas. Apabila 
terdapat korelasi yang tinggi sesama 
variabel bebas maka salah satu 
diantaranya dieleminir atau 
dikeluarkan dari model regresi 
berganda.  
Hasil uji multikolineritas data 
hasil penelitian dapat dilihat pada 

















Dependent Variable: BDa. 
 
 
Berdasarkan hasil analisis data 
untuk uji multikolinearitas 
sebagaimana pada di atas maka 
diketahui nilai tolerance masing-
masing variabel bebas adalah 0,588 
dan nilai VIF sebesar 1,701. Hal ini 
menunjukkan bahwa nilai VIF dari 
semua variabel bebas adalah lebih 
besar dari 10. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa sesama 
variabel bebas tidak memiliki 
hubungan yang kuat satu sama 
lainnya. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa data hasil penelitian 
ini tidak mengalami kasus 
multikolineritas, artinya bahwa 
sesama variabel bebas tidak 
berkorelasi kuat satu sama lainnya 
sehingga analisis regresi linear 
berganda dapat dilakukan karena 
tidak terjadi multikolinearitas. 
 
c.  Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heterokedastisitas 
bertujuan untuk menguji apakah 
dalam sebuah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual 
suatu persamaan ke pengamatan lain. 
Jika varians dari residual dari satu 
pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut 
Homokedastisitas. Sedangkan jika 
varians berbeda, maka disebut 
heterokedastisitas. Sedangkan model 
regresi yang baik adalah jika tidak 
terjadinya heterokedastisitas. Untuk 
mendeteksi adanya heterokedastisitas 
dapat menggunakan uji Gletser. 
Hasil pengujian heteroskedastisitas 




























Dari Tabel 5 terlihat bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas 
karena nilai signifikan dari semua 
variabel bebas lebih besar dari 
alpha (0,05). Dengan demikian 
analisis regresi dapat dilakukan 
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karena tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
d. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan 
menguji apakah dalam model 
regresi linier berganda ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelumnya). 
Pengujian autokorelasi ini dengan 
menggunakan Durbin Watson 
dengan kriteria pengambilan 
keputusan jika nilai Durbin 
Watson antara -2 dan +2 maka 
tidak terjadi autokorelasi diperoleh 
nilai Durbin Watson pada tabel 6 
 
Tabel 6.HasilUjiAutokorelasi 
Model Durbin Watson 
1 1.767 
 
Dari hasil uji tabel 4.6 
terlihat bahwa nilai Durbin 
Watson sebesar  1.948004. Nilai 
ini terletak antara -2 dengan +2 
sehingga dapat dikatakan bahwa 




Berikut disajikan hasil 
pengujian masing-masing 
hipotesis yang diuji dalam  
penelitian ini disertai pembahasan 
masing-masing hipotesis 
penelitian.Pengujian hipotesis 
pada penelitian adalah untuk 
menguji ada tidaknya pengaruh 
dana alokasi umum (DAU)dan 
pendapatan asli daerah 
(PAD)terhadap belanja daerah 
(BD). Hasil pengujiannya dapat 





Variabel Notasi Koefisien  t hitung Prob Ket 








X2 1,409 3,917 0.00 Signifikan 
R Square = 0,869 
F Hitung = 306,416 
F Prob. = 0,000 
 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat 
nilai konstanta sebesar 17.746,2 dan 
nilai koefisien regresi dari dana 
alokasi umum (DAU) adalah sebesar 
1,511. Berdasarkan hasil analisis 
data dapat dituliskan persamaan 
regresi sebagai berikut:  
Y=17.746,2+1,511X1+1,409X2+e 
 Dari persamaan tersebut 






1. Nilai koefisien konstanta sebesar 
17.746,2 menunjukkan bahwa 
besarnya belanja daerah tanpa 
dipengaruh oleh DAU dan PAD 
adalah sebesar 17,746 milyar 
2. Nilai koefisien regresi dana 
alokasi umum sebesar 1,515, 
nilai t hitung 16,220 serta nilai 
signifikansi sebesar 0,00 < 0.05. 
Hal ini berarti hipotesis pertama 
yang menyatakan Dana Alokasi 
Umum (DAU) berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
belanja daerah dapat diterima. 
Koefisien variabel dana alokasi 
umum bernilai positif, ini 
menyatakan bahwa jika terjadi 
peningkatan jumlah dana alokasi 
umum akan terjadi juga 
peningkatan pada jumlah belanja 
daerah yang akan dikeluarkan 
oleh pemerintah Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Barat.  
3. Nilai koefisien regresi 
pendapatan asli daerah sebesar 
1,409, nilai t hitung 3,917 serta 
nilai signifikansi sebesar 0,00 < 
0.05. Hal ini berarti hipotesis 
kedua yang menyatakan 
pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap belanja daerah dapat 
diterima. Koefisien variabel 
pendapatan asli daerah bernilai 
positif ini menyatakan bahwa 
jika terjadi peningkatan 
pendapatan asli daerah akan 
terjadi juga peningkatan pada 
jumlah belanja daerah yang akan 
dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat.  
 
B. Pembahasan  Hasil Penelitian 
1. Pengaruh DAU Terhadap 
Belanja Daerah 
Hasil pengujian hipotesis 
pertama diketahui bahwa Dana 
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
positif signifikan terhadap Belanja 
Daerah (BD)Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat. Jika terjadi 
peningkatan jumlah dana alokasi 
umum akan terjadi juga peningkatan 
pada jumlah belanja daerah yang 
akan dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat.  
Dalam menjalankan tugasnya 
sebagai daerah otonom, 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat sangat bergantung 
pada dana perimbangan dari 
pemerintah pusat berupa bagi hasil 
pajak, bagi hasil Sumber DayaAlam, 
Dana AlokasiUmum (DAU) dan 
Dana AlokasiKhusus (DAK).Dana 
Alokasi Umum (DAU) merupakan 
penyanggah utama pembiayaan 
APBD sebagian besar  terserap untuk 
belanja pegawai. 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
merupakan dana yang berasal dari 
APBN, yang dialokasikan dengan 
tujuan  pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pembelanjaan 
dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Ketergantungan 
daerah pada pemerintah pusat tidak 
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berarti bahwa daerah  kurang 
berusaha untuk meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau 
karena potensi pendapatan yang ada 
di daerah sangat terbatas. 
Temuan penelitian ini 
didukung oleh pendapat Halim 
(2004) yang menyatakan bahwa 
Dana Alokasi Umum (DAU) 
merupakan dana transfer dari 
pemerintah pusat yang berasal dari 
APBN, yang dialokasikan dengan 
tujuan  pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk 
membiayai kebutuhan pembelanjaan 
dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. DAU dialokasikan 
untuk daerah provinsi dan daerah 
Kabupaten/Kota  
 
2. Pengaruh PAD Terhadap 
Belanja Daerah 
Hasil pengujian hipotesis 
kedua diketahui bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (DAU) berpengaruh 
positif signifikan terhadap Belanja 
Daerah (BD)Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat. Jika terjadi 
peningkatan jumlah dana alokasi 
umum akan terjadi juga peningkatan 
pada jumlah belanja daerah yang 
akan dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat 
Jika ada peningkatan jumlah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 
akan terjadi peningkatan pula pada 
jumlah belanja daerah yang akan 
dikeluarkan oleh pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat. 
Berdasarkan hasil penelitian 
ini berarti pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat telah mampu 
menggali potensi sumber-sumber 
keuangannya berupa pendapatan asli 
daerah dan menggunakannya untuk 
membiayai belanja daerahnya. 
Pemerintah daerah selain bergantung 
pada pemerintah pusat berupa 
transfer dana perimbangan dari pusat 
dalam membiayai belanja daerahnya, 
mereka juga bisa mendanai belanja 
daerahnya dengan memanfaatkan 
Pendapatan Asli Daerah  (PAD) yang 
bersumber dari Pajak Daerah, 
Retribusi Daerah, Hasil perusahaan 
milik daerah dan hasil pengelolaan  
kekayaan milik daerah yang 
dipisahkan dan Lain-lain PAD yang 
sah. 
Pendapatan asli daerah dapat 
berasal dari Pajak Daerah, 
merupakan pendapatan daerah yang 
berasal dari pajak. Retribusi Daerah, 
merupakan pendapatan daerah yang 
berasal dari retribusi daerah. Hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil 
pengelolaan kekayaan milik daerah 
yang dipisahkan, merupakan 
penerimaan daerah yang berasal dari 
hasil perusahaan milik daerah  dan 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan.  
Hasil penelitian ini didukung 
oleh pendapat Halim (2004) 
menegaskan bahwa Belanja daerah 






Asli Daerah (PAD). Semakin besar 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
tentunya memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan Belanja Daerah 
(BD). Apabila pemerintah daerah 
dapat menutupi segala kebutuhan 
belanja daerah dengan pendapatan 
sendiri tentunya menandakan 
tingginya tingkat kemandirian daerah 
dalam menjalani otonomi daerah. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan yang dikemukakan pada 
bab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan seperti yang diuraikan 
berikut ini: 
1. Dana Alokasi Umum (DAU) 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat berpengaruh 
signifikan terhadap belanja 
daerah. Peningkatan jumlah Dana 
alokasi Umum (DAU) akan 
mengakibatkan peningkatan pada 
jumlah Belanja Daerah yang 
akan dikeluarkan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat. 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat berpengaruh 
signifikan terhadap belanja 
daerah. Peningkatan jumlah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
akan mengakibatkan peningkatan 
pada jumlah Belanja Daerah 
yang akan dikeluarkan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Barat 
 
1. Implikasi Penelitian  
a. Implikasi Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat 
menjadi tambahan referensi bagi 
pembaca untuk memahami lebih 
mendalam tentang pengaruh DAU 
dan PAD terhadap belanja daerah. 
b. Implikasi Praktis 
Dari hasil penelitian ini 
memberikan bukti empiris bahwa 
dalam mengamati belanja daerah 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat maka dapat 
dirumuskan implikasi kebijakan 
sebagai berkut : 
1. Bagi Pemerintah daerah 
diharapkan untuk mempedomani 
hasil penelitian ini dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah dan 
membiayai belanja daerah. 
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dapat dimanfaatkan secara efektif 
dan efisien dalam membiayai 
belanja daerah.  
3. Dalam rangka otonomi daerah 
pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat masih tergantung 
pada transfer dari pusat.  
4. Bagi akademis hasil penelitian 
ini bisa dijadikan referensi 
tentang sumber keuangan daerah 
dan alokasi pembiayaan belanja.   
 
c. Keterbata
san Penelitian dan Saran  
Adapun keterbatasan penelitian 
dan saran untuk penelitian 
berikutnya adalah :  
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1. Penelitian ini dilakukan pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Barat disarankan untuk 
penelitian berikutnya agar 
menggunakan sampel yang lebih 
banyak dengan periode 
pengamatan yang panjang agar 
hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan. 
2. Model análisis yang digunakan 
pada penelitian adalah regresi 
linear sederhana dan regresi 
linear berganda serta uji beda, 
disarankan disarankan untuk 
menggunakan model yang lain 
agar dapat mengeneralisir hasil 
penelitian lebih komprehensif 
seperti halnya menggunakan 
analisis faktor, structure equation 
model (SEM). 
3. Belum dapat tergambar dengan 
baiknya proksi prilaku 
pengalokasian sumber daya oleh 
pengelola keuangan daerah dan 
politisi dikarenakan penggunaan 
data sekunder yang diperoleh 
dari laporan realisasi AF'BD. 
Dibutuhkan pendekatan lain yang 
lebih feasible, misalnya dengan 
melakukan field research atau 
eksperimen (dengan subjek 
eksekutif dan legislative daerah). 
4. Variabel yang diteliti hanya 
menggunakan  dua variabel yang 
mempengaruhi Belanja Daerah 
yaitu  Dana Alokasi Umum 
(DAU) dan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), sehingga  bagi 
peneliti selanjutnya agar 
memasukkan variabel-variabel 
lain yang dapat mempengaruhi 
Belanja Daerah (misalnya Dana 
Alokasi Khusus, dana hibah, dll). 
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